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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 60 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, 

SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  

TAHUN AJARAN 2021-2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pertimbangan 

kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka untuk mengoptimalisasi 

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan 

Pendidikan Tahun Ajaran 2020-2021, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru 

pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah 

Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021-2022; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubilk 

Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4863); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5157); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 

tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 

Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 18); 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 
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19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2020 Nomor 14); 

21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 

Nomor 189); 

22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2020 Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 16); 

23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah 

Pertama Tahun Ajaran 2021-2022 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2020 Nomor 22); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 

KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA TAHUN AJARAN 2021-2022. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021-2022 

(Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c diubah, huruf e dan huruf f  

dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 24 

Seleksi Calon Peserta Didik jalur prestasi dilaksanakan sebagai berikut : 

a. calon yang hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz diterima tanpa seleksi pada 

sekolah yang dituju; 

b. calon yang memiliki prestasi istimewa berupa Juara I tingkat Provinsi, 

Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional diterima tanpa seleksi pada 

sekolah yang dituju; 

c. sekolah dapat menerima tanpa seleksi paling banyak 3 (tiga) anak calon 

peserta didik pemenang masing-masing cabang lomba perorangan yang 

dilaksanakan sekolah tersebut dengan syarat sertifikat kejuaraannya 

ditanda tangani oleh Kepala Dinas;  

d. pemeringkatan Calon Peserta Didik prestasi didasarkan pada akumulasi 

daftar skor prestasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan 

Walikota ini; 

e. dihapus; dan 

f. dihapus. 

 

2. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 

29 berbunyi sebagai berikut : 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN – LAIN 

Pasal 29 

(1) Pendaftaran dan daftar ulang Calon Peserta Didik pada setiap Satuan 

Pendidikan tidak dipungut biaya/gratis. 

(2) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Kota Probolinggo wajib 

menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas. 

(3) Calon Peserta Didik yang dinyatakan telah diterima pada setiap Satuan 

Pendidikan, namun tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan 

jadwal dinyatakan gugur. 

(4) Apabila terdapat calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang 

sudah terdaftar di Jalur Afirmasi Dinas namun belum diterima pada 

jenjang SD maupun SMP Negeri melalui semua jalur PPDB, dapat 

melakukan Penambahan Pagu sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

3. Ketentuan dalam Lampiran III dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di Probolinggo 
pada tanggal  17 Mei 2021 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  17 Mei 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 60 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 

  
 


